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KISRUH JIWASRAYA
Dana Nasabah
Diganti dengan Dicicil

\MENTERI Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) Erick Thohir memastikan akan meng-
ganti kerugian nasabah PT Asuransi Jiwasraya
(Persero). Pengembalian dana klaim nasabah
akan dilakukan dengan cara dicicil. Erick
menyampaikan strategi BUMN dalam penye-
lesaian kasus Jiwasraya dengan pembentukan
holding yang akan menambah arus modal
menjadiRp 1,5 trilivh. Selain itu, juga akan ada
aset saham yang akan dilepas. ;

. “Ada step-nya, pembentukan holdingitu

nanti akan ada
cashflowRp 1,5
triliun, kita bisa
-cicil ke depan.
Juga nanti ada
aset yang saham
yang mungkin
Ada step -nya, bisa dilepas, itu
pembentukan bisa jadi kita
g 3 coba,” ujar Erick
holding itunanti (L i erica-
akan ada cash- kan, Jumat (10/1).
flow Rp 1,5 triliun, _ Pihaknya
& . ey juga akan
kita bisa cicil ke I Semiveencerinati
depan. Jugananti  perkembangan
ada aset yang sa- gafilgfg::nag L
a
h?m yang. mung- Keuangan (BPK) -
kin bisa dikepas, agar kepercayaan
3 SRR e R investor dapat
itu bisa jadi kita k. gl id
coba Pemerintah
SRR e e datang dalam
Erick Thohir penyehatan
j ~ Jiwasraya. “Nanti
kalau kita ini sedang bilang investasi tetapi di
lain pihak kepercayaannya menurun. Kita tahu

pertumbuhan ekonomi tinggi. Tapi pengelolaan
good corporte governance tidak ada. Bagaima-
na publik bisa percaya, bagaimana bursa bisa
‘melemabh,” jelasnya.

Sebagai informasi, BPK menemukan peny-
impangan dalam penjualan produk saving plan
Asuransi Jiwasraya. Ketua BPK Agung Firman
Sampurna mengatakan, pihaknya menemu-
kan penyimpangan dalam penunjukan Kepala
Pusat Bancassurance Jiwasraya. .

Selain itu, pengajuan beban biaya (cost of
fund) saving plan dilakukan Direksi Jiwasraya
secara langsung tanpa melibatkan divisi terkait.
Sementara perhitungan cost of fund juga tidak
mempertimbangkan kemampuan investasi
perusahaan dari sisi pendapatan yang diperlu-
kan untuk menutupi beban biaya dari pen-
jualan produk. Atas kondisi itu, BPK menduga
pemasaran produk ini terjadi konflik kepent-
ingan karena pihak-pihak terkait di perusa-
haan mendapatkan fee dari penjualan produk
tersebut. (jpc) '
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